
AREA II 
5.b IMPLEMENTASI SPBE TELAH TERINTEGRASI DAN MAMPU MENDORONG 

PELAKSANAAN PELAYANAN INTERNAL ORGANISASI YANG LEBIH CEPAT DAN EFISIEN 
 

PORTAL APLIKASI PENGADILAN NEGERI BANTUL 
 

Portal Aplikasi Pengadilan Negeri Bantul merupakan portal yang dapat diakses seluruh pegawai 

Pengadilan Negeri Bantul, memudahkan antarpegawai untuk dapat melaksanakan pelaksanaan 

pelayanan internal organisasi. Beberapa aplikasi dalam portal tersebut ialah: 



1) SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) 
 

 
 

Sebagai contoh pada menu Perdata Umum terdapat menu untuk mencari detail informasi perkara 

Perdata Gugatan/ Gugatan Sederhana/ Permohonan/ Permohonan Konsinyasi/ Permohonan Banding/ 

Permohonan Kasasi/ Permohonan Peninjauan Kembali/ Permohonan Eksekusi/ Permohonan Eksekusi 

Hak Tanggungan/ Permohonan Eksekusi Tanpa Keberatan BPSK. 

 



 
 

 



2) MONITORING IMPLEMENTASI SIPP (MIS) 
 

 

Aplikasi MIS berfungsi untuk memonitoring implementasi dalam SIPP, jika ada kekurangan dalam SIPP 

maka notifikasi akan muncul dalam Aplikasi MIS. Selain itu dalam aplikasi MIS juga dapat memberikan 

informasi terkait perkara mana saja yang masih memiliki sisa panjar, sehingga petugas kasir dapat 

memberikan surat kepada yang berperkara untuk mengambil sisa biaya panjar . 



3) PELAYANAN TERPADU SATU PINTU(PTSP)+ 
 

 



4) PELAPORAN BADILUM DAN KOMDANAS 
 

 

Aplikasi Pelaporan Badilum melalui website http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id/ berfungsi 

untuk melaporkan keuangan perkara pada badan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung setiap 

bulannya. Dokumen elektronik yang perlu diupload seperti Rekening Koran, BA Penutupan Kas, 

Penutupan Buku Induk Perkara, Penutupan Buku dan BA Eksekusi. Apabila sudah diupload maka 

terdapat tanda Checklist . 

http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id/


5) PENGAWASAN ELEKTRONIK EKSEKUSI 

Adanya transformasi digital dalam pengawasan eksekusi memberikan nilai manfaat bagi unit 

kerja lebih optimal, dari aplikasi tersebut pegawai Mahkamah Agung dapat memantau dan 

mengetahui informasi terkait Eksekusi yang dilakukan di badan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung. 
 

 

 



6) DIREKTORI PUTUSAN 
 

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA 

tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan 

murah. 

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan 

secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap 

penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan 

pengadilan. 

Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, 

misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan. 

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan 

dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang 

berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka. 

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi 

keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka 

informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini. 

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil 

kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam 

rangka keterbukaan informasi. 



7) E-BERPADU 
 

 

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum 

untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, 

Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin 

Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. 



8) E-COURT 

 

 



 
E-Court merupakan layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, 
Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang 

dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. 

Terdapat 4 (empat) Layanan dalam e-Court , yakni: 

 e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan) 

 e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) 

 e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online) 

 e-Litigation (Persidangan secara online) 



9) ERATERANG BADILUM 
 

 

 



 
 

 

 

ERATERANG merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan 

pada Pengadilan Negeri. 

Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai 

Terpidana atau Surat Keterangan lain melalui satu aplikasi yaitu ERATERANG BADILUM yang dapat 

diakses melalui website https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/. Hal ini dapat dilakukan 

masyarakat dimana saja, sehingga tidak perlu untuk datang ke kantor Pengadilan Negeri Bantul untuk 

melakukan pendaftaran permohonan Surat Keterangan. 

Dengan adanya implementasi SPBE yang telah terintegrasi maka mampu 

mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan 

efisien. 


